BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penélitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Rantau
Pengadilan Agama Rantau terletak di Jalan R. SpepraNo.30

Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Psovifalimantan
Selatan.

Pengadilan Agama Rantau adalah salah satu daritig@ lpelas)
Pengadilan Agama yang berada di Wilayah Hukum RéilegaTinggi Agama
Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan salah satu hgmiPeradilan yang
termasuk dalam Lingkungan Peradilan Negara yangksahakan sebagian
Kekuasaan Kehakiman disamping Peradilan Umum, Remadata Usaha
Negara, Peradilan Militer dan sebuah Mahkamah Kinisst

Wilayah Hukum/Yurisdiksi Pengadilan Agama Rantau lipoi
seluruh Wilayah Kabupaten Tapin yang terdiri ddrikecamatan dengan luas
kurang lebih 2.174,95 KM2, adapun secara terpeKm@tamatan-kecamatan
yang berada di Wilayah Pengadilan Agama Rantau didam Wilayah
Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

a.Kecamatan Tapin Utara (13 Desa/Kelurahan)
b.Kecamatan Tapin Tengah (17 Desa/Kelurahan)
c. Kecamatan Tapin Selatan (10 Desa/Kelurahan)
d.Kecamatan Bakarangan ( 12 Desa/Kelurahan)
e.Kecamatan Bungur (12 Desa/Kelurahan)

f. Kecamatan Lokpaikat (9 Desa/Kelurahan)
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g.Kecamatan Salam Babaris(6 Desa/Kelurahan)
h.Kecamatan Binuang (10 Desa/Kelurahan)

i. Kecamatan Piani (8 Desa/Kelurahan)

j-Kecamatan Candi Laras Selatan (12 Desa/Kelurahan)
k. Kecamatan Candi Laras Utara (13 Desa/Kelurahan)

|. Kecamatan Hatungun (8 Desa/Kelurahan)

Pengadilan Agama Rantau dalam melaksanakan tugasnggak dan
berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangaRedaturan-peraturan
seperti tersebut dibawabh ini :

a. Landasan Pelaksanaan Tugas teknis Yustisial dammiristrasi
Kepaniteraan:

1) UU Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomotathun 1970
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kelaakim

2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasahakiman;

3) UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UUadNdm tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;

4) UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yhuigah dengan
UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengarNaidor 50
tahun 2009;

5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawm&® Nomor 9
tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nbifainun 1974;

6) Keputusan Presiden Rl Nomor 21 tahun 2004, tentReggalihan
Organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungaeradilan Umum,
Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke MahkargahgARepublik
Indonesia;

7) Instruksi Presiden Rl Nomor 1 tahun 1991 jo KepatubMenteri Agama
Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentan@k®ahaan Inpres
Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

8) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.OKII&991
tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Adminisit@ganiteraan
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama joukesan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/007/SK/IV/1994 tentan
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Pemberlakuan Buku | dan Buku Il Pedoman Pelaksarfaayjas dan
Administrasi Pengadilan;

9) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : KMA/00ZI81992
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KepaaiteiPengadilan
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama,;

10)Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : KMA/006/8/1994
tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pergjawbeh Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

11)Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : KMA/123Kd1\V/2000
tentang Perubahan Biaya Perkara yang dimohonkazaskKdan Peninjauan
Kembali;

12)Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Agam#&aRatan Ketua
Pengadilan Agama Rantau Nomor : W.15-U8/1759/P&/2D13 dan
Nomor : W.15-A8/1030/HK. 05/X/2013 tanggal 7 Oktol#913 tentang
Panjar Biaya Perkara dan Biaya Perjalanan Jurdgitagita Pengganti
dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantau damg&dilan Agama
Rantau.

b. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas Administrasekretariatan :

1) UU Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawgp UU
Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atasUU N8rtadrun 1974;

2) UU Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP dan PP 22 N&3dahun 2008
tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara bukaakP@NBP) yang
berlaku pada MA dan badan Peradilan dibawahnya;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000 tentangweWang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentangdsd PNS;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentantpikan Pangkat
PNS;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentarglifikan dan
Latihan Jabatan PNS;

7) Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentaegoran
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

8) Keputusan  Sekretaris Mahkamah  Agung RI Nomor
173/SEK/SK/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tenfagunjukkan
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Baramgngkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang beridavelhnya.

Visi Pengadilan Agama Rantau adalah :
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Mewujudkan Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiyang
mandiri, efektif serta mendapat kepercayaan pubfikofesional dalam
memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etigrigkau dan biaya rendah
bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilaggreda publik.

Misi Pengadilan Agama Rantau adalah :

a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-dndan Peraturan
serta keadilan masyarakat.

b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen campur tangan
pihak lain.
Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilaad@pmasyarakat.

d. Mewujudkan Institusi Peradilan yang efektif, efisiebermartabat dan
dihormati.

e. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandirik tidamihak dan

transparan.

Dari Visi dan Misi Pengadilan Agama Rantau, mak&ukinmencapai
sasaran yang diinginkan, Pengadilan Agama Rantawmuskan Rencana
Strategis untuk tahun 2015-2019.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan menjadinebaik dan
berkualitas, maka sangat dibutuhkan Sumber Dayausiar{ SDM ), sarana
dan prasarana yang memadai, kebijaksanaan, petamgkamber daya dan
peningkatan pengawasan yang akan mendorong temkkga Pelayanan
Hukum kepada masyarakat secara optimal.

Dari visi Pengadilan Agama Rantau dapat dirumuskshwa
Pengadilan Agama Rantau berusaha mewujudkan Sugirétakum melalui

Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efesiserta mendapatkan

! Pengadilan Agama Rantau, Laporan Tahunan PA Radtaun 2014
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kepercayaan publik dan memberikan pelayanan Hukamy perkualitas, etis,

terjangkau dan biaya ringan bagi masyarakat.

Adapun dari Misi Pengadilan Agama Rantau dapat naiskan
sebagai berikut :

a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan UU danufaraserta memenuhi
rasa keadilan masyarakat;

b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independetab dari campur
tangan pihak lain;

c. Meningkatkan akses pelayanan di bidang peradilpade masyarakat;

d. Meningkatkan kualitas input internal pada prosesragitan serta
mewujudkan institusi Peradilan yang efektif, efastilan bermartabat serta
dihormati, mandiri dan tidak memihak kepada pihaoapun.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama t&aradalah
sebagai berikut :

a. Terwujudnya rasa Keadilan sesuai dengan UU dan tiPama serta
memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri iddependen, dan
bebas dari campur tangan pihak lain;

b. Meningkatnya akses pelayanan di bidang peradilda psasyarakat;

c. Meningkatkan kualitas input internal pada prosesragitan serta
mewujudkan institusi Peradilan yang efektif, efastian bermartabat serta

dihormati, mandiri dan tidak memihak kepada pihanapurt.

% ibid
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Adapun sasaran yang ingin dicapai Pengadilan AgRaraau pada
tahun 2015 adalah :

a. Tercapainya rasa keadilan sesuai dengan UU datuReraserta memenuhi
rasa keadilan masyarakat yang mandiri dan independien bebas dari
campur tangan pihak lain;

b. Terealisir akses pelayanan di bidang peradilan psatyarakat;

c. Tercapainya kualitas input internal pada proseagimn serta mewujudkan
institusi peradilan yang efektif, efesien dan betaizat serta dihormati,
mandiri dan tidak memihak kepada pihak manapun.

Cara yang ditempuh Pengadilan Agama Rantau untukcapai

Tujuan dan Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan proses Peradilan yang sederhgpat, biaya ringan dan
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat nlemgajunjung tinggi
asas keadilan dan kebenaran;

. Menyiapkan Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang terhdgpi profesional;

Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang lengkap p@ingiena;

. Menjalin koordinasi dengan instansi di Lingkungamaglilan.

. Peningkatan profesionalitas, integritas, moralitddakim, Pejabat
Fungsional/ Struktural dan seluruh Pegawai dalataksanakan tugas dan
fungsi Peradilan;

f. Peningkatan sarana dan prasarana Peradilan di goidedministrasi

Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan;
g. Kerjasama dan saling tukar informasi dengan instdars lembaga terkait.

® Q0o

. Keadaan Perkara
Pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan Administeggsaniteraan

di Pengadilan Agama Rantau adalah dengan berdaséd@ada Keputusan
Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentangld® Pembinaan

dan Pengendalian Administrasi Perkara pada PemagadAgama dan
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Pengadilan Tinggi Agama (BINDALMIN) dan Keputusaraikamah Agung
RI' Nomor  KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi damata Kerja
Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggama, serta
ketentuan-ketentuan lain dengan tetap memperhatikas peradilan, cepat,
sederhana dan biaya ringan.

Adapun tugas dan kegiatan penyelenggaraan adrasiisprerkara
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau adalatputieli

a. Penerimaan dan Penyelesaian Perkara

Berdasarkan petunjuk pola Bindalmin, prosedur peraan perkara
di pengadilan Agama Rantau di laksanakan melahagaMeja I, Meja |,
Meja Ill. Adapun perkara yang di terima di PenggmdiAgama Rantau selama
Tahun 2014 sebanyak 523 perkara, yang terdirildajenis perkara.

Tabel 4.1. Jumlah Perkara yang Diterima oleh PdlsgadAgama Rantau
Tahun 2014.

No JENIS PERKAR/ BANYAK PERKARA
1. Cerai Talak 74
2. Cerai Gugat 296
3. ljin Poligami -
4, Dispensasi Kawin 46
5. Isbat Nikal 10z
6. Kewarisal 1
7. Wali Adhol -
8. Perwalian -
9. Harta Bersama 1
10. Asal Usul Anak 1
11. Penetapan Ahli Waris 2
12. Pembatalan Perkawinan

JUMLAH 52¢
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Sedangkan sisa perkara Tahun 2013 sebanyak 25rpej&kai perkara

yang di tangani pada Tahun 2014 ini menjadi 54&grer®

Tabel 4.2. Jumlah Sisa Perkara yang Diterima otig&dilan Agama Rantau
Tahun 2014,

No Jenis Perkara ?aﬁ-[ggf:) Yang(;zgiltgima Jumlah
1. | Cerai Talak 2 57 59
2. | Cerai Gugat 11 257 268
3. | Itsbat Nikah - 108 108
4. | Dispensasi Kawin 51 51
5. | lzin Poligami 1 1
6 | Wali Adhol - -
7 | Harta Bersama 1 1
8 | Asal Usul Anak 1 1
9 | Perwalian 1 1
10 | Ekonomi Syariah - -
11 | Kewarisan 1 1
12 | Penetapan Ahli Waris 4 4
13 | Pembatalan perkawinan - 1 1
Jumlah Total 13 483 496

Dalam penerimaan perkara selalu disisipkan pemgjeldan keterangan
hal-hal yang berhubungan dengan hukum acara, heilnh materiil sebagai
penyuluhan dan penjelasan kepada pihak berperkargppun keluarganya.
Permasalahan yang dihadapi dalam penerimaan penerdata selalu

dikonsultasikan dengan Hakim Pengawas Bidang.

3 e
ibid
4 Sumber: Kepaniteraan PA Rantau sampai bulan Ok2iEs
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Perkara yang diputus/diselesaikan sampai bulanb@ktpada Tahun
2015 ini sebanyak 354 perkara dengan rincian selbegikut:

Tabel 4.3. Jumlah Perkara yang Diputus oleh Peflsgadhgama Rantau
Tahun 2015.

No Jenis Perkara Yang Diputus Ket.

1 Perkawinan

2 Cerai Talak 47
3 Cerai Gugat 218
4 | Itshat Nikah 57
5 Dispensasi Kawin 40
6 Izin Poligami 1

7 | Wali Adhol

8 Harta Bersama

9 Asal Usul Anak 1

10 | Perwalian 1

11 | Ekonomi Syariah

12 | Kewarisan 1
13 | Wasiat

14 | Hibah

15 | Wakaf

16 | Shodogoh

17 | Penetapan Ahli Waris 3

18 | Lain-lain -

16Jumlah 364

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan AgamaaRabérjalan

sebagaimana mestinya dengan mengacu pada PERMArNoifehun 2008

® sumber: Kepaniteraan PA Rantau Tahun 2015 per @b®k2015
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tentang Mediasi sehingga pada Tahun 2015 tidak pekara yang
diselesaikan melebihi 6 (enam) bulan dan tidak et&ara perkawinan yang

diselesaikan melebihi dari 3 (tiga) bulan kecualiara gaib atau digaibk&n.

3. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Pengadilan Agama Rantau merupakan Peradilan Tifga@dma yang
salah satu tugas dan fungsinya adalah melaksareiarasaan kehakiman
bagi masyarakat yang beragama Islam.
Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya debg#n dan
sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilengkap didukung oleh
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan oiarmg. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawabh ini:

®wawancara dengan Drs. Masduki, Panitera/sekretd®i8. Rantau, Rantau, 7
Agustus 2015
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Tabel 4.4. Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agaardau Tahun 2015.

D

No. Nama/NIP Pangkat/Golongan Jabatan
Drs. H. Junaidi, S.H. )

1. | NIP. 19620706 199103 1 003 ~ Pembina TK. I, IV/b Ketua
Drs. H. Gunawan, MH. ) ]

2. NIP. 19681229 199403 1 005 Pembina TK. I, IV/b Wakil Ketua
Hj. Nurul Fakhriah, S. Ag. i

3. NIP.19631223 198803 2 005 Penata, Ill/d Hakim Pratama

Madya
Luthfiyana, S. Ag., SH. ) ]
4. NIP. 19720816 199503 2 001 Pemblna, IV/a Hakim Madya
Pratama
Hj. St. Zubaidah, S. Ag., S.H. ,

5 | MH Penata Tk. I, lli/d Hakim Pratama
NIP. 19751122 200003 2 001 Utama
Wakhidah, S.H., S.HI. )

6. | NIP. 19790101 200704 2 001 Penata, lli/c Hakim Pratama

Madya
Agus Firman,S.HI., M.H. )
7. NIP. 19800801 200805 1 001 Penata Muda Tk. l, /b Hakim Pratama
Muda
Syaiful Annas, S. HI., M,sy i
8. | NIP. 19851104 200904 1 003 Penata Muda Tk. I, lli/b Hakim Pratama
Muda
Drs. Masduki ]

9. NIP. 19630301 199303 1 005 Penata Tk. I, n/d Panitera/Sekreta
Hairuddin, S.Ag. ) )

10. NIP. 19610308 199002 1 001 Penata Tk. I, Ill/d Wakil Panitera
Dra. Hj. Fatmawati )

11. NIP. 19681019 199402 1 001 Penata Tk. I, 1ll/d Panitera Muda

Permohonan
Drs. Samsul Aripin )
12. NIP. 19660412 199402 1 002 Penata Tk. I, Ill/d Panitera Muda
Gugatan
Hj. Laila Warni i
13. NIP. 19591211 198203 2 012 Penata Muda Tk. I, lll/b Panitera Muda
Hukum
Kasypul Anwar, S.H. ) )

14. NIP. 19650212 199203 1 004 Penata Muda Tk. I, lll/b Wakil Sekretaris
Iskandar, SEI.

15. Penata Muda Tk. I, lll/b Kepala Urusan

NIP. 19871106 201101 1 010

Keuangan

is
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Lanjutan tabel 4.4. Sumber Daya Manusia di PengadAgama Rantau
Tahun 2015.

16.

Nurhadijah
NIP. 19660607 199012 2 001

Penata Muda Tk. I, lll/b

Kepala Urusan
Kepegawaian

Akhmad Muzakkir, S.HI.

17. NIP. 19801117 200704 1 001 Penata, I/c Kepala Urusan
Umum

Hasmiannoor, SH. )

18. NIP. 19720411 199401 1 001 Penata Tk.I, 1ll/d Jurusita
Zarkasyi, BA. ) )

19. | NIP. 19580115 199203 1 002 Penata Muda Tk. I, Ill/b Panitera Pengganti
Nurul Fauzah, S. Ag. i

20. | NIP. 19700516 199303 2 001 Penata Tk. I, lll/d Staf Bagian Umum
Ahmad Fajar, S.HI. ) )

21. NIP. 19831030 201101 1 008 Penata Muda Tk. I, lll/b Jurusita Pengganti
Abdul Muluk, A.Md. )

22. | NIP. 19780718 200604 1 015 Pengatur, ll/c Staf Bagian Umum
Nor Hendra Riyadi ) )

23. Pengatur Muda Tk.I, II/b Jurusita Pengganti

NIP. 19850624 200912 1 003

Adapun Rekapitulasi Pegawai Pengadilan Agama Rantdapat
diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 4.5 Rekapitulasi Pegawai PA Rantau menunjadg Pendidikah

No Jenjang Pendidikan Jumlah
1 Pasca Sarjana 4 orang
2 Sarjana Syariah 12 orang
3 Sarjana Hukum 2 orang
4 Sarjana Muda 2 orang
5 SLTA 3 orang
Jumlah 23 orang

7Sumber: Kesekretariatan PA Rantau Tahun 2015
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Tabel 4.6 Rekapitulasi Pegawai PA Rantau menurus J&elamin

No JenisKelamin Jumlah

1 Laki-Laki 15 orang

2 Perempuan 8 orang
Jumlah 23 orang

Sumber: Kesekretariatan PA Rantau perseptembermadas

c. Menurut Jabatan Teknis

Tabel 4.7 Rekapitulasi Pegawai PA Rantau menuhataa Tekni$

No Jabatan Teknis Jumlah
1 Hakim (termasuk Ketua dan Wkl Keti 8 orang
2 Penitera / Sekreta 1 orang
3 Wakil Paniter. 1 orang
4 Panitera Mud 3 orang
5 Panitera Pengga 1 orang
6 Jurusita / Jurusita Pengg: 3 orang

Jumlah 17 orang

d. Menurut Jabatan Struktural

Tabel 4.8 Rekapitulasi Pegawai PA Rantau menuhédtda Strukturdl

No Jabatan Struktural Jumlah
1 Wakil Sekretari 1 orang
2 Kepala Urusan Kepegawa 1 orang
3 Kepala Urusan Keuang 1 orang
4 Kepala Urusan Umu 1 orang

Jumlah 4 orang

° Dokumen Kesekretariatan Pengadilan Agama RanthurTa015




83

B. Deskripsi Data

1. Mediasi di Pengadilan Agama Rantau

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dendam mmaediator
mengenai praktik mediasi yang berlangsung di Pdalegaddgama Rantau.
Dari hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Ag&aatau Drs. H.
Junaidi, SH, tentang pembagian tugas menjadi n@diaiam perkara selama
tahun 2015, hal ini dikuatkan dengan daftar nanmaenanediator pada
Pengadilan Agama Rantau dan perkara yang dimes@ama tahun 2015
adalah sebagai berikut:

Jadwal Mediator Pengadilan Agama Rantau berdasat®arat
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantau Nomor  W15-
A8/056/HK.05/1/2015 tanggal 05 Januari 2015.

Tabel 4.9 Nama- Nama Mediator Pengadilan Agamadrahahun 2015

No | Hari Nama Mediatc Profes [Keteranga
1 2 3 4 5
1. | Senir Hj. Nurul FakhriahS.Ac Hakim

Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.| Hakim

2. | Selasa | Drs. H. Gunawan., M.H. Hakim
3. | Rabu | Agus Firman, S.H.I., M.H Hakim

Wakhidah, S.H., S.HI Hakim
4. | Kamis | Luthfiana, S.Ag., S.H. Hakim

Syaiful Annas, S.H.I Hakim | Bersertifikat
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Tabel 4.10 Porsi Perkara Bagi Mediator dari JarsfdrOktober Tahun 2015

Nama Hakim Jenis lah Ber_hasl/
No M ediator Perkara Nomor Perkara | Jumia Tldak_
Berhasil
1. | Drs. Hj. Gunawan| 0051/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG 4 B
M.H. 0152/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0142/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0173/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
2. Hj. Nurul Fakhriah,| 0066/Pdt.G/2009/PA.Rtu| CG 16 B
S. Ag 0077/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0097/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0109/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0115/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0135/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0149/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0169/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0182/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CT B
0189/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0238/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0257/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG TB
0276/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0295/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG
0305/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG 1B
0301/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
3. | Luthfiana, S. Ag.| 0072/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG 7 B
S.H. 0102/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0110/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0123/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0118/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0264/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0291/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG
4, Hj. ST. Zubaidah.| 0371/Pdt.G/2014/PA.Rtu| CT 7 B
S.Ag.., S.H., M.H 0130/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CT B
0150/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0180/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0170/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0199/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0255/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
5. | Agus Firman,| 0112/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG 5 B
S.H.l.,, MH 0195/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0194/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
0201/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CT B
0223/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B
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Lanjutan tabel 4.10 Porsi Perkara Bagi Mediatori danuari s/d Oktober
Tahun 2015

6. | Wakhidah, S.H.| 0017/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CT 7 TB
S.H. 0085/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG TB
0094/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B

0111/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B

0147/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B

0165/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG
0137/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG

7. | Syaiful Annas,| 0031/Pdt.G/2015/PA.Rtu| W 7 B
S.H. 0068/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG TB
0071/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B

0126/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B

0211/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B

0261/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B

0271/Pdt.G/2015/PA.Rtu| CG B

JUMLAH PERKARA DI MEDIASI 53

Dari wawancara dengan Drs. H. Junaidi, *8.dari 7 Hakim Mediator
hanya ada satu yang memiliki sertifikat mediatakni Syaiful Annas, S.H.I,
yang telah mengikuti seminar pelatihan mediator gyatilakukan oleh
Mahkamah Agung RI dengan Sertifikat Nomor 44/Bld/NAA2010.

2. Prosedur Medias di Pengadilan Agama Rantau

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Agus Rir@w#l.I., M.H
S.H.l, Luthfiana, S.Ag., S.H., Hj. Nurul Fakhria8, Ag, Hj. ST Zubaidah,
S.Ag., S.H., MH, dan Wakhidah, S.H., S.Hibeberapa hakim mediator di
Pengadilan Agama Rantau tentang proses penyelesaiagketa perdata,

mereka menyebutkan bahwa prosesnya ada dua taitap ya

wawancara dengan Drs. Hj. Junaidi, S.H, Ketua Riilega Agama Rantau,
Rantau, 31 Agustus 2015.

Ywawancara dengan Agus Firman, S.H.l, M.H., Hakim.Fsktau, Rantau, 22
Agustus 2015.
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a. Tahap PraMediasi

Dalam tahap ini penggugat/pemohon terlebih dahuttmasukan
gugatannya ke Pengadilan Agama Rantau, jika gugpdaditerima Meja
I, maka akan didaftarkan pada Register Perkaraas@sumor urut pada
tanggal perkara tersebut masuk ke Pengadilan AdrRemdau. Setelah itu
ketua Pengadilan Agama Rantau menunjuk majelis nhagémeriksa
perkara tersebut dengan surat Penetapan Ketuadfang&gama Rantau.

Sehingga berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadjama
Rantau, Ketua Majelis Hakim membuat penetapan batang pada
tanggal yang ditentukan.

Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, setelah kidang
pertama tiba, maka Ketua Majelis Hakim segeralamyaiakan bahwa
sidang terbuka untuk umum dengan mengetukkan paldiayas meja satu
kali. Pada hari sidang pertama, dalam hal ini Béaggugat/Pemohon dan
Tergugat/Termohon datang sendiri, menghadap keddpexgan, Majelis
Hakim menerangkan kepada para pihak bahwa dalasepmemeriksaan
perkara perdata, yang mana sudah diatur dalam uPematMahkamah
Agung No 1 Tahun 2008 (PERMA), mewajibkan hakimukntnenempuh
jalan mediasi yang sifatnya wajib dilaksanakan pae@ap Pengadilan
Agama yang menangani perkara perdata. Akan tefzghila salah satu
tidak hadir pada sidang pertama maka tidak dilaksam mediasi’

Contoh pada kasus Perkara Nomor 0208/Pdt.G/2018(Pyang terdaftar

ibid
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pada di register induk perkara gugatan tanggal @sAs 2015. Perkara
tersebut diputuskan pada tanggal 31 Agustus 201&labke dilakukan
pembuktian serta dinyatakan bahwa tergugat teladndgil dengan resmi
dan patut untuk menghadap persidangan dan terniydék hadir.
Pengadilan mengabulkan gugatan penggugat dengstek.er

Majelis Hakim pada saat memberikan penjelasan bahmak
mediator dapat dipilih sendiri dari luar pengadilatau dari dalam
pengadilan. Untuk mediator dari dalam pengadilamgymemilih adalah
Majelis Hakim. Apabila para pihak ingin menggunakaediator dari
dalam Pengadilan Agama Rantau, maka para pihak tgaungut biaya
sama sekali. Sedangkan apabila para pihak menkaumaediator dari
luar Pengadilan Agama Rantau maka para pihak digubiaya sesuai
dengan perkara yang ditangani. Akan tetapi di peitega Agama Rantau
tidak mempunyamediator non hakim yang sudah mempunyai sertifikat
mediator yang sudah lebih berpengalaman dalam didladiasi sehingga
para pihak hanya dapat memilih mediator hakim Pdifega Agama
Rantau saja. Para pihak disini diberi pilihan olfjelis Hakim apakah
untuk mediator akan ditentukan sendiri atau mengkgan mediator yang
sudah ditentukan oleh Majelis Hakim yang namanydaluada dalam
daftar mediator Pengadilan Agama Rantau.

Apabila para pihak ingin menggunakan mediator dialam

Pengadilan Agama Rantau, maka Majelis Hakim meriay#agi, untuk
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mediator apakah dapat dipilih sendiri atau diptileh Ketua Majelis
Hakim untuk menetapkan mediator.

Dari hasil pertanyaan tersebut, kebanyakan daa piwak sepakat
untuk menyerahkan semuanya termasuk dalam mem#tiator yang
sudah ditentukan oleh Majelis Hakim. Oleh sebab Ketua Majelis
Hakim menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Rantanyadaediator-
mediator yang nantinya dapat dipergunakan untuk lpaeto proses
penyelesaian perkara perdata dengan cara mediadamD hal ini
penunjukan mediator yang dilakukan oleh Ketua Nsjehkim??

Kemudian setelah majelis hakim menjelaskan prosedediasi
yang harus dilakukan sebelum menjalani persidangdank pembacaan
gugatan, maka Majelis Hakim menunda persidanganpaiamari dan
waktu yang ditentukan (dan di Pengadilan Agama &ahitasanya selama
15 hari) untuk memberi kesempatan kepada Penggieat Tergugat
menempuh perdamaian melalui jalan mediasi. Kepaglzgdigat atau
Tergugat yang telah hadir diberitahukan agar hadida persidangan
tersebut tanpa dipanggil lagi. Setelah penundaaehat diumumkan oleh
Ketua Majelis, lalu persidangan dinyatakan ditutup.

Pada beberapa perkara, mediasi dilakukan sesatdtspenetapan
mediator ditetapkan, artinya pada hari itu jugaldibnakan mediasi, yakni
pada tanggal hari sidang pertama, dan bila memigiads ada indikasi

damai, atau salah satu pihak tidak lagi menghenddkinya mediasi,

13 Wawancara dengan Drs. H. Gunawan, M.H, Wakil Kiétakim Pengadilan
Agama Rantau, Rantau 8 September 2015
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misalnya karena salah satu pihak telah menikah atermyang lain.

Terkadang bila memang tidak bisa dimediasi lagikaniaanya dilakukan
satu kali mediasi saja, namun bila ada indikaswaahda gelagat damai
dan masih dibenarkan oleh hukum syariat dan hukwsitip maka

mediasi bisa saja dilakukan beberapa kali, dengaaktuv yang

ditentukan/disepakati oleh kedua belah pihak, daga jtentunya juga
disepakati oleh hakim mediator. Karena bisa sajhakp bersengketa
sepakat dengan hari Selasa (misalnya), sedangkea pari Selasa
tersebut, hakim mediator yang memediasi merekayaés ada jadwal
sidang.

Kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana saranketaa
majelis telah ada, maka mediasi pertama pun diadp&da hari itu juga,
untuk menghemat waktu penyelesaian perkara, adak terlarut-larut.
Setelah pihak bersengketa menyerahkan persoalam naédiator kepada
Majelis Hakim, maka majelis hakim menentukan hakimediator,
kemudian memerintahkan kepada panitera penggatuk umengantarkan
para pihak kepada hakim mediator yang telah diturigrsebut untuk
sekedar mengenalkan diri dan menentukkan jadwalasiedMenurut Hj.
ST Zubaidah, S.Ag., S.H., MH, mediasi bisa dilakuksetelah ada
penetapan hakim mediator dari Ketua Majelis, dasa llilakukan pada
hari itu juga untuk menghemat waktu dan memangkadapakatan pihak
bersengketa, dan selama ini menurut beliau hangeimua dari perkara

yang dimediasi menentukan mediasinya pada hari ysmga setelah
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sidang pertama. Namun dalam perkara waris, menoeliau, hakim
mediator harus mempelajari duduk persoalannyabiéridahulu, sehingga
untuk perkara waris mediasi ditentukan kemudianpung kesepakatan
para pihak dengan hakim mediator, untuk membererk@atan hakim
mediator untuk mempelajari perkara tersébut

Setelah para pihakmengetahui siapa yang akan menjadi
mediator dalam perkaranya, merdkRagsung bisa menemuhi mediator
terebut. Disini mediator hakim Pengadildgama Rantau selaktand by
mereka telah siap ditempat mediasi unti&nunggu para pihak yang
akan bermediasi. Disini mediator hakiangadilan Agama Rantau
telah mempunyai jadwal sendiri-sendiri. Misalriyp St. Zubaidah,
S.Ag., S.H., M.H, seorang hakim sekaligus mediBngadilan Agama
Rantau, ia mempunyai jadwal mediasi hari Seninnggfa setiap perkara
yang sidang pada hari Kamis akan melakukan proses niatbagan
mediatorHj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. Hal ini ditanitb@n oleh
pemaparan mediator Syaiful Annas, S.H.I bahwa tida&nutup
kemungkinan akan ditunjuk mediator yang tidak dijatkan hari itu
sebab tergantung kesepakatan oleh kedua belah. piian tetapi
kebanyakannya para pihak lebih mempercayakan ka@jalis untuk

menunjuk mediator tersebut sehingga sering dipiiediator sesuai

“Wawancara dengan Hj. ST. Zubaidah, S.Ag., S.H., .MHthkim Pengadilan
Agama Rantau, Rantau, 25 September 2015
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jadwal yang telah ditentukdh Hal ini terlepas dari adanya mediator

yang bukan pemeriksa perkara tersebut.

b. Tahap Mediasi
Majelis hakim setelah selesai memberikan penjeldsanudian

menyerahkan perkara tersebut ke mediator sepenuimtylt diusahakan
perdamaian melalui mediasi. Hasil dari kesepakp@damaian oleh para
pihak dibacakan pada hari sidang berikutnya. Daklah ini mediator
kemudian menempuh langkah-langkah untuk mulai pgroseediasi
ataupun tahap mediasi. Langkah tersebut adalalyaeterikut:

1) Persiapan

Hakim mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis, magma
berkas perkara dari majelis hakim pemeriksa perksmg akan
dimediasi, untuk mendapatkan identitas dan pokokngsalahannya,
hal tersebut dilakukan untuk mempermudah mencarlahce
perdamaian.

Setelah sidang pertama, kemudian pihak bersengketa
menyerahkan pemilihan mediator kepada Ketua Majeleka setelah
penunjukkan dan penetapan Hakim Mediator oleh Keilsgelis,
maka pihak bersengketa mengadakan pertemuan dehglim
mediator tersebut, untuk menentukan jadwal perteméabiasaan

selama ini, di Pengadilan Agama Rantau, kebanyadamn pihak

Wawancara dengan Syaiful Annas, S.H.|, Hakim peitgadAgama Rantau,
Rantau, 29 September 2015
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bersengketa ingin perkara mereka segera putusidak berlarut-
larut, sehingga biasanya mereka ingin cepat saj@dlasi, meskipun
sebagian besar biasanya hanya menuruti perintajagéan, padahal
hati mereka sudah tidak bisa disatukan lagi (khupeskara
perceraian). Akan tetapi apabila memungkinkan latgaka mediasi
bila dilakukan lebih dari satu k¥li Kebanyakan dalam kenyataan,
bahwa perkara yang masuk ke pengadilan Agama Radalah
perkara perceraian yang sangat kecil kemungkinanmtak bisa
didamaikan lagt’

Di Pengadilan Agama Rantau dalam menentukan jadwal
pertemuan ini, karena yang menjadi mediator addakim dari
Pengadilan Agama Rantau, maka tempat mediasinyahadasalah
satu ruangan yang difungsikan untuk mediasi. Temkgddalam satu
hari ada 3 perkara (yang sidang pertama), makaibikk bersengketa
dari 3 perkara tersebut menghendaki mediasi padathguga, maka
akan kesulitan dalam mengadakan pertemuan, kaneng mediasi di
Pengadilan Agama Rantau hanya satu buah. Sehiedgadang bisa
dilakukan di aula/ruang hakim. Atau kalau tidak,kenaergantian,
namun tidak jarang pihak merasa terlalu lama, d&diasi tidak

berjalan optimat®

2015.

ibid
17 Wwawancara dengan Wakhidah, SHI, Hakim PA. RarfRantau, 10 September

% ibid.
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2) Pelaksanaan Medias

Setelah waktu mediasi disepakati, maka hakim mediat
masuk terlebih dahulu ke ruang mediasi Pengadilganfa Rantau
terkadang juga di ruang perpustakaan PengadilarmAgRantau,
kemudian diikuti oleh pihak bersengketa. Setelarmusaya
menempati tempat duduknya masing-masing, maka Hakédiator
mengucapkan salam kepada pihak bersengketa, kemudia
memperkenalkan diri, dan juga mempersilahkan paibhakp
memperkenalkan diri (tetapi ini jarang dilakukakgrena hakim
mediator telah mendapatkan identitas pihak bersgag#ari berkas
perkara yang diberikan kepadarlya.

Dalam proses awal mediasi ini, hakim mediator keras
menyakinkan kepada pihak bersengketa tentang niam@diasi, di
sini diterangkan juga tentang tata tertib medias&nerangkan bahwa
mediator adalah netral tidak membela salah saiumzneka, dan para
pihak mempunyai kewenangan untuk mengambil kepaotusa

Setelah itu, mediator memberikan kesempatan kepada
pihak untuk menceritakan dan mempresentasikan patat@an
mereka secara mendalam. Terkadang ada pihak yasigdras untuk
tidak mau berdamai, dan marah. Kesempatan pertaiasanya

diberikan kepada Penggugat/Pemohon atau yang nangagjtuk

9 Wawancara dengan Luthfiana, S.Ag., S.H., HakimgBditan Agama Rantau,
Rantau, 16 Agustus 2015.
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mediasi, namun hal ini tidak kaku, bisa saja Teag{Iggrmohon yang
diberi kesempatan terlebih dahulu.

Menurut Hj. ST Zubaidah, S.Ag., S.H., MH, hakim nator
membuat ringkasan kecil tentang pokok masalah yhsgmpaikan
oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Setalahingkasan itu
dibacakan kembali oleh Hakim Mediator, agar kededalb pihak
bersengketa mendengar dan memahanfihya.

Setelah hakim mediator menemukan pokok permasaighan
maka hakim mediator mencoba untuk mencari jalanukunt
menemukan persamaan persepsi dari kedua belah. gfleakudian
hakim mediator memberikan solusi untuk memecahkaasamh
tersebut. Menawarkan kepada masing-masing pihak ukunt
mengemukakan pendapatnya untuk jalan damai. Setedgbsiasi
antara kedua belah pihak, maka hakim mediator mekaine
kesimpulan dan dibacakan kepada para pihak berstngkalam
wawancara dengan Hj. Nurul Fakhriah, S. Ag, semerkara yang
dimediasi tidak bisa didamaikan karena sudah padagk sengketa.
Hal ini karena selama di Pengadilan Agama Rantaliaub menjadi
mediator kasus perkara cerai gugat saja menuridub@ola pikir
masyarakat tentang tujuan mediasi cukup rendahrtsqgaela kasus

perkara nomor 0257/Pdt.g/2015/Pa.Rtu. sehinggaepnoediasi tidak

2 Hj. ST Zubaidah, S.Ag., S.H.., M.H ,(Hakim Pendmdi Agama Rantau
Wawancara tanggal 25 September 2015
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berjalan sesuai dengan teori serta tidak ada tifisi@lakukan kaukus
atau pertemuan terpisah.

Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Rantau, @¢tdran
2015 sebagian perkara mediasi yang diadakan kabh&ksn mediator
berpendapat tergantung sifat-sifat perkara, melibatiasi para
penggugat dan tergugat terutama kasus percera@nni@na ada
kemungkinan kecil untuk bisa dipertahankan. medisittek segan
untuk melakukan kaukus untuk mengetahui lebih Hetdik
permasalahan yang dihadapi oleh penggugat dengargs®?

Di sisi lain, mediasi sering kali hanya dilakukagkali dalam
satu perkara atau dua kali, karena tidak ada isdidamai antara
kedua belah pihak. Dan sering kali kedua belah kpilmemohon
kepada hakim mediator tidak usah lagi mendamaikereka, karena
mereka tidak ingin berdamai. Atau salah satu pikallah sangat
berkeras untuk tidak mau berdamai, dan hal ini klikan dengan
ketidakhadirannya di mediasi selanjutiya.

Setelah mendapatkan kesimpulan dari hasil medrmaka
hakim mediator membacakan atas kesimpulan yangapat kepada
kedua belah pihak bersengketa. Dan setelah kedish hmhak

menyetujui tentang kesimpulan yang dibacakan o&inth mediator,

2L Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag, (Hakim Pengadilan AgaRantau wawancara tanggal
31 Agustus 2015)

22 Hj. ST. Zubaidah, S.Ag., SH., MH., 25 Septembgt®

% Lutfhiana, S.Ag., S.H (Hakim Pengadilan Agama Rajpvawancara tanggal 10
september 2015
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maka mediator menawarkan kembali untuk kembali koddan
mediasi di waktu yang lain.

Bila pada saat itu, sudah diindikasikan tidak aata indikasi
damai, dan dari kesimpulan dari mediasi itu mentatak ada tanda-
tanda perdamaian, maka hakim mediator melaporkearaeertulis

kepada hakim pemeriksa perkara, bahwa mediasi gelgal.

3) Pasca Medias

Setelah adanya laporan hasil mediasi, Hakim membuka
persidangan untuk memeriksa pokok perkara padadaaritanggal yang
ditetapkan. Dalam 53 perkara yang dimediasi hadgasatu perkara yang
berhasil didamaikan yaitu perkara No 0031/Pdt.GiRg.sehingga setelah
adanya laporan tertulis bahwa mediasi telah gagahka hakim
melanjutkan pemeriksa pokok perkara sebagaimananieaan perkara
biasa, pada jadwal penundaan sidang yang telaftukin.

Berdasarkan hasil observasi di Pengadilan AgamaaRBagrerkara
yang masuk ke pengadilan di dominasi oleh perka&maepaian, begitu
pula perkara yang telah dimediasi. Dari keterangama mediator semua
perkara perceraian baik perkara cerai talak maweuai gugat tidak ada
yang berhasil di mediasi. hal ini menurut mediatiokarenakan beberapa
hal salah satunya yaitu karena dari para pihakebets pihak yang
mengajukan perkara ke pengadilan sering kali beksift untuk tetap pada

pendirian mengakhiri rumah tangga. hal ini didaasarklari keterangan
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penggugat yang sudah merasa kecewa dengan pasgmgandah
meninggalkannya lebih dari empat bulan sehinggaktiadnau lagi
didamaiarf* Hal ini pun membuat mediator hanya melaksanakadiasie
satu kali saja. Menurut pengakuan tergugat, sebgaatergugat
sebenarnya masih mau mempertahankan rumah tapggaamun karena
penggugat bersikeras dengan keinginannya untuk isaérpsehingga
mediasi pun gagal atau tidak berhd3iBaik penggugat maupun tergugat
mengerti maksud dilaksanakan mediasi dan menurmtkaanediatornya
ramah. Berkenaan dengan ruangan mereka mengungkdpkgatnya
nyaman karena memang bukan ditempat khusus meati@si mediator
mengambil tempat di ruang tamu ruangan hakim.

Berbeda dengan penuturan pemohon perkara cer&i dalagan
perkara Nomor 0201/Pdt.G/2015/Pa.Rtu yang terdgitada registrasi
perkara tanggal 23 Juli 2015 pada saat mediasiatengediator Agus
Firman, S.H.l., M.H bahwa menurut beliau mediagsikdean hanya
mengulur-ulur waktunya saja dan hanya memperlamipabses
penyelesaian perkafl.Perkara tersebut terdaftar pada Register Induk
Perkara dengan susunan Majelis yaitu Hj. Nurul Fakh S.Ag sebagai
ketua majelis dan Hj. Siti Zubaidah, S.Ag, SH., Mbkserta Syaiful

Annas, S.H.l sebagai anggota. Adapun Hairuddin S/&gg merupakan

24 Wawancara dengan penggugat perkara Nomor 025@/P@015/Pa.Rtu. tanggal
21 September 2015

% Wawancara dengan Tergugat perkara Nomor 0257/P#(35/Pa.Rtu. tanggal
21 September 2015

% \Wawancara dengan Pemohon perkara Nomor 0201/P@0E5/Pa.Rtu. tanggal
19 Agustus 2015
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panitera pengganti pada susunan majelis tersebagungkapkan bahwa
selama masa persidangan ketua majelis masih meyajgaperdamaian
kedua belah pihak meskipun pada mediasi sebelurdimyatakan gagal
atau tidak berhasff. Hal ini tercantum dalam Berita acara sidang lamjut
| pada tanggal 9 September 2015 Majelis berusahabmekan nasehat
kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali,umatidak
berhasil. Atas pertanyaan Majelis hakim Pemohon dammohon
menyatakan telah menghadap mediator untuk mengkealtamai akan
tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian akehakim juga
membacakan laporan hasil proses mediasi dari noediddri Hakim
Pengadilan Agama Agus Firman, S.H.l., M.H., tergaig8 September
2015 yang isinya menyatakan bahwa mediasi antarmoRen dan
Termohon, gagaf Begitu pula pada sidang lanjutan ke Il pada tahijga
September 2015 Majelis kembali berusaha menaskddtia belah pihak
agar rukun kembali namun tetap tidak berhasil gglarjatuh putusan dan
majelis mengabulkan permohonan pemohon.

Perkara No. 0031/Pdt.G/Pa.Rtu adalah perkara gwgats dan
satu-satunya yang berhasil di damaikan. Perkasehat terdaftar pada
tanggal 26 Februari 2015 Masehi bertep atan deteyaggal 7 Jumadil
awal 1436 Hijriah. Dengan proses mediasi sesuagate PERMA No. 1

Tahun 2008 Majelis menjelaskan tata cara mediafi, Ketua Majelis

27 Wawancara dengan Hairuddin, S.Ag ,Wakil Paniteta Rantau, 30 September
2015

8 Berita Acara Sidang Perkara Nomor 0201/Pdt.G/#4%tu Pengadilan Agama
Rantau
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memberikan kesempatan kepada Penggugat, Tergugaergugat I,
Tergugat Il dan Tergugat IV, untuk berunding gunamilih mediator
yang terdaftar di Pengadilan Agama Rantau. Penggusgugat |,
Tergugat Il, Tergugat Il dan Tergugat 1V, sepak&nyerahkan kepada
majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasarKi&iua Majelis
menunjuk Saudara Syaiful Annas, S.H.l. dengan Mbahng, bahwa pada
hari persidangan yang telah ditentukan, kedua bpiahk hadir dalam
persidangan; Menimbang, bahwa sebelum tahap pesaarikdilanjutkan,
sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg., Jo. PERNMAON1 Tahun
2008 memerintahkan kedua belah pihak terlebih dahdiharuskan
menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;
Menimbang, bahwa oleh sebab para pihak telah mahken
kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, mdkzandang perlu
menetapkan mediator dalam perkarainime nekap
a. Menunjuk Saudara Syaiful Annas, S.H.l. sebagai iated dalam
perkara Nomor 0031/Pdt.G/2015/PA.Rtu ;

b. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses asiedewat
mediator yang telah ditetapkan;

c. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 40 &rppluh) hari,
terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangan

d. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugasdangan penuh
tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secardisekpada Majelis
Hakim;

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Panggintuk
menyampaikan penetapan penunjukan mediator tergelpada mediator

yang bersangkutan, kepada Penggugat, Tergugatrdudat Il, Tergugat

[Il dan Tergugat IV untuk menghubungi mediator yandah ditunjuk;
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Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditupdda hari
Kamis, tanggal 26 Maret 2015 Masehi bertepatan aengnggal 5
Jumadilakhir 1436 Hijriah, pukul 09.00 WITA, untukediasi, dengan
perintah kepada Penggugat, Tergugat |, Tergugafdrgugat Il dan
Tergugat IV untuk datang menghadap lagi pada kemggal dan waktu
yang telah ditetapkan tersebut di atas tanpa dghragi karena
pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi; Sefeémaundaan sidang
tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis mtakan sidang
ditutup.

Saat sidang lanjutan 1l tanggal tanggal 23 ApriD12 Masehi
bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 Hijriajadiekesepakatan
perdamaian yang dituangkan dalam putusan majellimtfd Hasil
pelaksanaan mediasi tersebut dilaporkan sebagkuber
a. Bahwa mediasi tersebut dihadiri oleh penggugatkdeasa hukumnya

serta dihadiri juga oleh tergugat |, tergugatdtgugat Ill dan tergugat
V;

b. Bahwa penggugatdan kuasa hukumnya serta Tergugatrdugat I,
tergugat Il dan tergugat IV menyatakan ingin makdn perdamaian
dengan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkanm dalkta
perdamaian;

c. Bahwa Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergu@atgugat Il,
tergugat Il dan tergugat IV memohon agar akta per@ian tersebut
dibuat dalam putusan pengadilan cq. Majelis Hakim;

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, makhasialinyatakan

berhasil dengan kesepakatan dalam akta permaiagaiaeina
terlampir®°

29 Wawancara dengan Zarkasyi BA. Panitera Penggamijatilan Agama Rantau
tanggal 11 September 2015
%0 Laporan Hasil Mediasi Perkara Nomor 0031/Pdt.G&2P4. Rtu
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Kasus izin poligami dengan nomor perkara
0213/Pdt.g/2015/PA.Rtu pada tanggal 04 Agustus 2iEfgan pemohon
dengan petitum nya kepada pengadilan Agama Ramii&w mengabulkan
permohononan pemohon, menetapkan memberi izin kegsinohon
untuk menikah lagi dengan istri kedua pemohon seeaetapkan harta
bersama antara pemohon dan termohon membebankga perkara
kepada pemohon. Pada kasus ini Hj. Nurul Fakh&ahg sebagai ketua
Majelis, Hj. ST. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H dana8yl Annas, S.H.I
sebagai anggota serta Hairuddin, S.Ag sebagaidrari®engganti. Perkara
tersebut tidak dilaksanakan mediasi meskipun peoma izin poligami
bersifat kontensius karena pihak istri didudukkabagai termohon.
Begitu pula pada kasus perkara pembatalan perkawyaag terdaftar
pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan perkara nomor
0306/Pdt.G/2015/PA.Rtu. Pada Berita Acara Sidamggdal 26 Oktober
2015 M atau bertepatan tanggal 13 Muharam 1437 lndaerkara
pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan temmdisebutkan
pemohon datang dan menghadap sendiri di persidasgalangkan
termohon tidak menghadap ke persidangan atau mémyorang lain
untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun memnelags nomor
0306/Pdt.G/PA.Rtu tanggal 20 Oktober 2015 yang dadkan di
persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi patut untuk

menghadap ke persidangan. Selanjutnya ketua majeisyatakan oleh
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karena perkara ini adalah pembatalan perkawinakameediasi terhadap
perkara ini tidak layak dilaksanakan.

Adapun kasus perkara Nomor 208/Pdt.G/2015 PA.Rtwpagan
kasus cerai gugat yang dihadiri oleh penggugat namrgugat pada saat
sidang tidak pernah menghadiri atau tidak datangngmedap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain gagbaakilnya atau
kuasanya yang sah meskipun menurut relaas pangglah dipanggil
dengan resmi dan patut. Baik sidang pertama magmang lanjutan
tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehirtgik dilaksanakan
mediasi. Menurut Hj. Laila Warni selaku Paniteradtganti pada perkara
tersebut, ketua majelis Luthfiana, S.Ag., S.H subatusaha memberikan
nasehat kepada pengugat agar rukun kembali deaggugat, akan tetapi
usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat feda pendiriannya
ingin bercerai dengan tergudat.

Perkara Nomor 113/Pdt.G/2015/PA.Rtu tidak berbada dengan
perkara Nomor 208/Pdt.G/2015 PA.Rtu karena perkdtamor
113/Pdt.G/2015/PA.Rtu juga dikabulkan permohonamdtmn dengan
Verstek, hanya saja perkara tersebut adalah peckaaatalak yang mana
pada saat sidang pertama maupun sidang lanjutamHfe@nmenghadap
sendiri dan Termohon tidak menghadap ke persidaagantidak hadir di
persidangan. Menurut Noor Hendra Riyadi selakuslt@aiengganti pada

Pengadilan Agama Rantau atas perintah Ketua magis memanggil

#wawancara dengan Hj. Laila Warni, Panitera Penggetaku Panitera Muda
Hukum Pengadilan Agama Rantau, Rantau 3 Septertiér 2
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Termohon serta bertemu dan berbicara langsung dehgamohon yang
selanjutnya Jurusita Pengganti telah menyerahkgmadee Termohon
sehelai salinan surat permohonan yang diajukan @emohon dan
dberitahukan kepada termohon bahwa ia harus merapkas jawaban
secara lisan atau tertulis. Namun pada persidabgdangsung Termohon
tidak sekalipun menghadiri Persidangan, sidangutanj pada saat
Permohonan Permohonan dikabulkan secara verstajgaipada saat
pembacaan ikrar Talak oleh Pemohon.
C. Analisis Implementasi Perma No. 1 tahun 2008 serta kendala-kendala
yang dihadapi mediator di Pengadilan Agama Rantau
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Rl Nomor 1 Talig8 Z/ang
disahkan tanggal 31 Juli 2008 yang mengatur tenpangedur mediasi di
pengadilan dan merupakan revisi dari Peraturan Eialak Agung Rl Nomor
2 Tahun 2003. Perma ini bertujuan untuk mendaydgmaroses mediasi
terkait dengan proses berperkara di pengadilamgeghiproses penyelesaian
sengketa dapat lebih cepat dan murah serta dapaben&an akses yang
lebih besar kepada para pihak menemukan penyategai@y memuaskan
dan memenuhi rasa keadilan, serta menjadi salah isatrumen efektif
mengatasi masalah penumpukan perkara. Di sisip@nyelesaian sengekta
melalui mediasi dapat menciptakan prinsigvif-win solution” yaitu
penyelesaian dimana masing-masing pihak akan matidap kemanfaatan
secara berimbang sesuai kehendak yang disepalaiseld ini jelas akan

jelas lebih menguntungkan kedua belah pihak katelak akan ada yang
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merasa direndahkan harga dirinya, sehingga perajatesakhir akan
menuntaskan semua permasalahn yang terjadi tanpa eatbel-embel
dendam di kemudian hari. Hal ini sejalan denganuhultslam. Walaupun
tidak disebut dengan mediasi pola penyelesaiarketm@ada tatanan hukum
Islam serupa dengan pola yang digunakan dalam siedMilai-nilai
perdamaian yang terkandung dalam implementasi miedsgjalan dengan
syariat Islam. Perdamaian dalam Islam sangat dienjusebab dengan
kedamaian, akan terhindar dari kehancuran (hubunkasih sayang)
sekaligus permusuhan di antara pihak yang bersemgkan dapat diakhiri.
Diberlakukannya PERMA tersebut di atas disambuk lmdéh para
praktisi hukum dan para pencari keadilan. KarenaRMRE tersebut
mendorong penyelesaian sengketa perdata melaluyelesaian diluar
pengadilan (non litigasi) sebagai alternatif peegalan sengketa, bahkan
betapa pentingnya mediasi pasal 2 ayat (3) menkabyiutusan batal demi

hukum jika prosedur mediasi tidak dilaksanakan.

1. Jenis Perkarayang Dimediasi

Ada 496 perkara yang diterima di Pengadilan Agaraat& sampai
bulan Oktober selama tahun 2015, hanya 53 perkareg ydimediasi.
Pembagian porsi perkara kepada hakim mediatorsragdahakim mediator
mendapatkan 7 perkara setiap tahunnya. Meskipiand&ényataannya ada
hakim yang mendapatkan lebih dari 10 perkara sedamg lain hanya

mendapatkan 4 perkara. Hal ini tergantung dari pekiétan Ketua Majelis
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atau karena pilihan dari para pihak bersengketaa Badi yang banyak
mendapatkan perkara untuk dimediasi adalah hakinng yaelah
berpengalaman, dan juga bertepatan dipilih oledhssditu pihak bersengketa
dan disetujui oleh pihak yang lain, setelah ditd&aaroleh Ketua Majelis
Hakim pada sidang pertama.

Penulis mendapatkan bahwa semua perkara yang nissuknya
dimediasi. Sebagaimana bunyi pasal 4 Perma Noniahun 2008 Pasal 4
tentang Jenis Perkara yang Dimediasi yaitu Keqexkara yang diselesaikan
melalui  prosedur pengadilan niaga, pengadilanuhgén industrial,
keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Senglataumen, dan
keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persainggml) semua sengketa
perdatayang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wagiihl dahulu
diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengatudn mediator. Bila
dilihat dari kalimat pasal 4 di atasebenarnya penulis berasumsi bahwasanya
dari 496 perkara yang diterima, paling tidak searbipbuluh persen dari
jumlah tersebut dimediasi. Namun pada kenyataahaypga 53 perkara yang
dimediasi?

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracgrendadilan jelas
membawa dampak positif, namun disisi lain juga man@problem pada saat
mediasi tersebut diaplikasikan dalam proses bemaddrususnya pada
lingkungan peradilan agama. Problem lebih disebalpieala ketidakmampuan

Perma ini mengantisipasi Permasalahan yang murasulpedmberlakuannya.

32 pengadilan Agama Rantau, Buku Registrasi Mediabufi 2015 sampai pada 30
Oktober 2015
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Semestinya dalam penyusunan Perma ini harus jugaperbatikan gejala
yang muncul dalam proses berperkara di Pengaditg@mi, terutama dalam
penyelesain  perkara perceraian seperti kasus perkaromor
0208/Pdt.G/2015/PA.rtu yang terdaftar pada di tegismduk perkara gugatan
tanggal 3 Agustus 2015 dan kasus Perkara Cerai k Talmmor
0113/Pdt.G/2015/PA.Rtu. Oleh karena itu penyusuRarma no. 1 tahun
2008 menurut penulis hanya melihat proses penyategaerkara perdata
secara umum saja. Sementara proses penyelesal@ragp@erceraian yang
merupakan perkara perdata khusus, baik di lingkungeradilan agama
maupun peradilan umum tidak diatur secara tegdaldim Perma ini. Padahal
ada perbedaan antara perdata umum dan perdatalatigbperkawinan --
perceraian. Jika perdata umum yang disengketakdaiten dengan hak para
pihak yang bersifat materi, seperti sengketa hibahgketa waris. Sedangkan
perdata di bidang perkawinan dalam hal ini pere@raiang disengketakan
juga berkaitan pada hak para pihak namun bukanfdtersateri (inmateri)
serta berkaitan dengan kewajiban para pihak, sepiahgnya kewajiban
suami terhadap isteri jika terjadi perceraian.

Melihat sifat yang disengketa dalam perkara peraeranaka tidak
jarang pihak lawan enggan hadir saat persidanganakejika pihak lawan
tidak ingin bercerai sehingga perkara tersebut tdgpuwerstek. Dan jika
ditelaah, lebih dari 50 % perkara peceraian di Bdilgn Agama diputus
verstek. Berbicara mengenai kasus dimana pihak naersggan hadir di

persidangan meskipun telah dua kali dipanggil apghek lawan tidak
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diketahui alamatnya, PERMA No. 1 tahun 2008 tidaéngatur mengenai
bagaimana prosedur mediasi dilakukan. Disinilahalteinasalah muncul.
Putusan batal demi hukum sebagaimana ketentuarl Pamgat (3) hanya
terjadi jika prosedur mediasi sebagaimana diattandd@AB 1l dan BAB llI
tidak dilalui atau dilaksanakan. Namun untuk peakgrerceraian ada
perlakukan khusus meskipun tidak disebut secaaa gidalam Perma nomor
1 Tahun 2008, karena Perma ini berlaku secara ubukan hanya untuk satu
lingkungan peradilan saja.

Dari segala apa yang telah diuraikan di atas, pers¢pendapat
dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan AgamaRgahg melaksanakan
mediasi apabila kedua belah pihak sama-sama hada gidang pertama dan
itu tidak berlaku pada bahwa mediasi pada perkhoabgatau perkara yang
salah satu pihaknya tidak hadir tidak perlu dilskuknediasi dan pemeriksaan
dilanjutkan sebagaimana biasa. Tidak dilakukannyaediasi tidak
mengakibatkan putusan batal demi hukum, karenaeguwspertama untuk
mediasi dalam PERMA nomor 1 tahun 2008 adalah hgalikedua belah
pihak pada sidang yang ditentukan dan jika salahghak tidak hadir maka
prosedur lainnya tidak dapat dilaksanakan. Justka jmediasi tetap
diwajibkan oleh hakim tanpa hadirnya pihak lain ydrersengketa pada saat
sidang pertama, maka telah terjadi pelanggarareguwsnediasi. Jika diputus,
maka putusan yang seperti inilah yang batal deuimu

Menurut pandangan penulis, diwajibkannya mediasskbnya dalam

sengketa perkawinan seperti perceraian membawaaatayding besar bagi



108

para pihak, karena melalui mediasi akan dicapapasatan dan solusi yang
memuaskan dan terselesaikannya problem yang menpaciyebab
keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumalydategap terjaga.
Namun perlu diingat, bahwa sengketa perkawinarc@uaian) yang diajukan
ke Pengadilan tidak jarang saat hari persidangarg yalah ditentukan
hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak qgeilgat/Pemohon atau
Tergugat/Termohon tidak diketahui alamat pastibjissinilah akan muncul
permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk mggrha
Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir saib@gna Pasal 127
HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi.

Kenyataannya, ada dua pandangan yang sementaranuncul
terhadap perkara ghoib atau perkara yang salalpseknya tidak hadir saat
sidang pertama; pertama: ditunda untuk memanggitgipihak yang tidak
hadir, dan; dan untuk perkara ghoib tidak ada nsedi@dua: ditunda untuk
mediasi.

Kelompok pertama berpendapat, jika salah satu gidak hadir pada
saat sidang pertama, maka persidangan ditunda omokanggil ulang pihak
yang tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 1®71B61 RBg dan jika
tetap tidak hadir, maka proses mediasi tidak dkaky begitu pula dalam hal
perkara ghoib.

Pendapat yang kedua sidang ditunda untuk medersepas apakah

kedua belah pihak hadir saat sidang pertama atayahsalah satu pihak saja
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yang hadir. Pandangan kelompok kedua ini didasalagPasal 2 Ayat (3) dan
(4) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008.

Hal ini penulis lebih cenderung kepada pendapatrkpbk pertama
seperti hal nya kasus-kasus yang ada di Pengadigama Rantau.
Kecenderungan itu didasari pada beberapa alasan:

Pertama: Mediasi dilakukan jika ada dua belah p#tak lebih yang
bersengketa atau beda pendapat dan keduanya hetsepatuk
menyelesaikan sengketa atau beda pendapat terdedutir pengadilan
melalui bantuan mediator yang ditunjuk oleh kedetalb pihak. Artinya,
kedua belah pihak harus sepakat untuk mediasi, ndediasi tidak akan
terjadi jika hanya ada satu pihak saja. Bagaim&aa dilakukan mediasi jika
salah satu pihak tidak pernah hadir/datang. Daraibsma pula seorang
mediator bisa membantu para pihak menyelesaikargketanya, jika
mediator hanya bisa mendengarkan satu pihak sagn&eketidakhadiran
pihak lainnya. Dengan demikian, sangat mustahd bescapai kesepakatan-
kesepakatan yang merupakan win win solution.

Kedua: Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan MahkaA@mng Rl No.
01 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “Pada hari sidang telah ditentukan
yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkeedua para pihak
menempuh mediasi, (2) Ketidakhadiran pihak turutgugat tidak
menghalangi pelaksanaan mediasi'. Pada Pasal 7(Ryatdah sangat jelas
disebutkan "yang dihadiri kedua belah pihak", gdinhakim baru dapat

mewajibkan mediasi kepada para pihak jika keduahb@ihak hadir saat
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persidangan, Mafhum al-mukhalafah dari Ayat (1) laldgika salah satu
pihak tidak hadir, maka hakim tidak dapat mewajibkaediasi. Sementara
Ayat (2) merupakan pengecualian bagi Turut Tergumakan Tergugat,
karena pihak yang sebenarnya bersengketa adalglyuRgt dan Tergugat.
Ketiga: Tidak menempuhnya mediasi oleh hakim karedaaan salah
satu pihak tidak pernah hadir pada hari-hari sidgagg telah ditentukan
bukanlah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 180134 RBg
sebagaimana Pasal 2 Ayat (3). Sebab tidak ditenyaumediasi dalam kasus
ini bukanlah atas kehendak dan kemauan hakim yaegarksa dan
menyelesaikan perkara tersebut, akan tetapi lakdrehakan ketidakinginan
salah satu pihak (pihak Tergugat) untuk memperteranhak-haknya.
Walaupun demikian, hakim tetap berusaha mendamaikan menasihati
pihak yang hadir. Jadi di dalam pertimbangannyarhakikup menyebutkan
bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Gatgidak pernah hadir
pada hari-hari sidang yang telah ditentukan. Putusatal demi hukum
sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (3) hanyaitgkadprosedur mediasi
sebagaimana diatur dalam bab Il dan bab Il tidédud atau dilaksanakan.
Akan tetapi untuk kasus perceraian ada perlakuarsug meskipun tidak
disebut secara jelas di dalam Perma No. 1 tahuB R8fena perma tersebut
berlaku secara umum bukan hanya untuk satu lingkupgradilan saja.
Keempat: Jika tetap dipaksakan mediasi sementdmh satu pihak
tidak pernah hadir, maka akan timbul kesan bahwdaro-larutnya

penyelesaian perkara. Dalam hal ini penulis menyikgm bahwa dari 494
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perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Rantauah@®yperkara yang
dimediasi hal ini dikarenakan adalah ada jenis grarkyang tidak bisa
dilaksanakan mediasi seperti perk#dsbat nikah, penetapan asal usul anak,
dispensasi kawin, ditambah lagi bahwa hakim mediB&ngadilan Agama
Rantau, menganut pendapat pertama, yang menyatakdn dilaksanakan
mediasi bagi perkara yang Tergugat atau Termohotidgk hadir pada saat
sidang tundaan dari sidang pertama akibat salah ghtk tidak hadir di
persidangan sehingga perkara tersebut diputusekensteskipun ini terlihat
kontras dengan pasal 4 mengenai jenis perkara wamgdiasi. Namun
menurut hemat penulis masih bersesuaian dengahyazagalain yaitu pasal
7 ayat 1 pada tahap pra mediasi tentang kewajibimhmemeriksa perkara
dan kuasa hukum. Berbeda dengan perkara izin poligengan nomor
perkara 0213/Pdt.G/2015/PA.Rtu yang terdaftar digadilan pada tanggal 4
Agustus 2015, perkara tersebut merupakan perkarag yaifatnya
kontensiu¥®. Akan tetapi pada pelaksanaannya tidak dilakukediasi kedua
belah pihak karena menurut para hakim tidak adaungkinkan untuk
dimediasi. Oleh karena itu perkara izin poligamiageanaannya seperti
layaknya perkara voluntair lainnya. Penulis seppati@engan pelaksanaan
yang ada di Pengadilan Agama Rantau yang tidak ksetekan mediasi
pada perkara izin poligami meskipun harus bergdatensius. Hal ini karena

tidak ada yang didamaikan sebagaimana fungsi mddiagbut. Oleh karena

¥ Badilag MARI,Pedoman pelaksanaan Tugas, hal, 135
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itu ini menjadi salah satu hal yang menyebabkand&krkendala yang

dihadapi mediator dalam pelaksanaa perma no. h 2008.

2. Hakim Mediator dan Sertifikasi Mediator

Pasal 5 tentang sertifikasi mediator disebutkan udkckeadaan
sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 9 ayat ()akah 12 ayat (6), setiap
orang yang menjalankan fungsi mediator pada asasvgjido memiliki
sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikpelatihan yang
diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperalefeditasi oleh
Mahkamah Agung Republik Indonedfa. Pengadilan Agama Rantau
mempunyai 7 hakim mediator, hal ini telah sesuai &udah memenuhi pasal
9 ayat (1) tentang daftar mediator bahwa ketua gudite;mn menyediakan daftar
mediator yang sekurang-kurangnya memuat 5 (limayanaisertai dengan
latar belakang pendidikan atau pengalaman dari pediator. Akan tetapi
hanya ada satu orang yang bersertifikat. Seharusiaygya hakim yang
bersertifikat saja yang diperkenankan untuk menjaédiator dalam sebuah
perkara. Sebagaimana bunyi pasal 9 ayat (2) yanyatekan bahwa Ketua
Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang tetahiliki sertifikat
dalam daftar mediator.

Kenyataan di lapangan mediator yang tercantum gaétar mediator
semuanya menjadi hakim mediator, meskipun tidak itensertifikat.

Mungkin mereka memakai pasal 9 ayat (3) yang beailjika dalam wilayah

% Himpunan SEMA dan PERMA tahun 2000 -2014 hal. 468
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pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediatog yemsertifikat, semua
hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat htidean dalam daftar
mediator.

Namun, bila dihubungan dengan dengan pasal 9 ayadi atas, maka
seharusnya yang ditempatkan sebagai hakim medmoya hakim yang
bersertifikat. Pasal 5 ayat (2) jelas menyebutkanwa Jika dalam wilayah
sebuah pengadilan tidak ada hakim, advokat, akaidmkum, dan profesi
bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim idgkungan Pengadilan
yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsiatoedi

Dalam analisis penulis, bahwa mafhum mukhalafahagalah bila
sudah ada hakim, advokat, akademisi hukum, daregirbiukan hukum yang
bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilamg tidak bersertifikat
tidak berwenang menjalankan fungsi mediator. Dakahini di Pengadilan
Agama Rantau telah ada satu orang hakim yang tiéks¢rmediator, maka
seharusnya hanya satu orang inilah yang berwenamjadi mediator dalam
perkara yang dimediasi. Akan tetapi merujuk padaap&d ayat 2 dan
keterbatasan hakim mediator bersertifikat, makaungmpenulis sah-sah saja
pada pencatuman hakim mediator yang tidak bergaittii daftar mediator.

Peranan mediator yang bersertifikat sedikit banyaknakan
mempengaruhi berhasil atau ketidak berhasilan reegang dilaksanakan di
Pengadilan Agama Rantau, sebab untuk dapat memediator yan baik,
seseorag harus memiliki keterampilan dan teknikitekperundingan.

Keterampilan dan teknik perundingan dapat diperalehgan cara pelatihan
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atau pendidikan. Dalam hal ini tentu saja akan d&tak dengan sertifikat
yang merupakan dokumen untuk membuktikan bahweosesg dinyatakan
telah mempunyai keterampilan dan pengetahuan yapgrlukan untuk

melaksanakan tugas mediator. Hal yang lebih pengilg seorang mediator
tetap berpedoman pada aturan pedoman perilakungeonadiator. Hal ini

diwajibkan mengingat mediator menjalankan fungsajdan memili pernana
penting untuk mewujudkan keadilan ditengah-tengasyarakat sehingga
selain dapat menentukan tingkat pelayanan para atoedijuga dapat

melindungi mediator dari prasangka negatif.

3. SaranaPrasarana Medias di Pengadilan Agama Rantau

Tersedianya ruangan khusus yang nyaman untuk nnedexsipakan
faktor penting yang dapat mendukung terselenggargmgses mediasi, di
samping faktor kerahasiaan. Rasa nyaman bagi pjhg#, perlu dijaga dan
diperhatikan karena rasa nyaman diciptakan oleldikomuangan di mana
proses mediasi dilaksanakan akan mempengaruhksifatbukaan para pihak
dalam mengungkapkan permasalahannya dan komurs&fisidengan yang
lain. Para pihak tidak perlu merasa takut permasalaya didengar oleh orang
lain yang tidak terkait dengan sengketa merekangeghitidak diketahui oleh
umum.

Kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya medksamediasi
tersebut untuk menyelesaikan setiap perkara yanguknantara lain yaitu

tempat atau ruang mediasi. Tempat merupakan ung&mting yang
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mendukung terselenggaranya proses mediasi. Tenapat gimaksud adalah
lokasi dimana mediasi diselenggarakan. Kenyamagrapdt penyelenggaraan
perundingan proses mediasi akan mempengaruhi plaa& pntuk membuat
kesepakatan-kesepakatan mediasi dan rasa nyamén diggrhatikan agar
para pihak lebih leluasa mengungkapkan masalahrg@a titlak takut

masalahnya didengar orang lain. Tidak jarang mhs&mpat menimbulkan
kesulitan terutama bagi pengadilan yang padat mmypémbangunan atau
gedungnya. Begitu juga yang terjadi di PengadilggarAa Rantau saat ini
tidak mempunyai ruangan khusus mediasi. Ruang miegiang digunakan

yaitu ruangan sempit yang hanya ber ukuran 3 x tAanpa ada kipas angin
serta menyatu dengan ruang perpustakaan. Olehsétetidak jarang para
mediator melaksanakan mediasi di aula/ruangan hakiereka berendapat
ruangan mediasi sekarang memang kurang layak udijakiikan tempat

mediasi apalagi untuk mendamaikan orang. Memara ditkayangkan orang
yang datang dari rumah sudah ‘panas’, setelah dipaangan mediasi,

suasananya menjadi semakin panas. Sehingga hakankisa tambah kacau
lagi.

Aula/ ruang hakim yang dijadikan pilihan kedua okdbagian para
mediator lebih besar dari ruang mediasi yang admunatetap saja
memunculkan permasalahan seperti keberadaan haking yain yang
mondar-mandir di saat salah seorang mediator mataksin proses mediasi
sehingga hakim mediator tidak bebas dalam berblegvada para pihak yang

melakukan mediasi begitu pula dengan para pihak yaerasa tidak bebas
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untuk mengungkapkan permasalahan atau keinginandga akan

mempengaruhi kelancaran proses mediasi terutamgungkap kepentingan
para pihak. Demikian pula ruang mediasi yang ad#®ehgadilan Agama
Rantau, yang pada ruangan sempit, dan hanya metiempdua kursi saja,
dan tidak adanya aksesoris dinding untuk kenyamalhanangan, sehingga
dalam analisis penulis, ruangan mediasi di PengadNgama Rantau belum

memadai.

4. Prosedur Medias di Pengadilan Agama Rantau

Majelis Hakim dalam hal ini sebagai pemeriksa pexkzerdata, telah
memenuhi syarat yang terdapat dalam pasal 2 Penatdahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2008. Pasal 2 Ayat (1) PeraturanKgiadah Agung Nomor 1
Tahun 2008 menyebutkan bahwa Peraturan MahkamamgAgu hanya
berlaku untuk mediasi yang terkait dengan prosepelkara di Pengadilan.
Pasal (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahu@8 20enyebutkan
bahwa: Setiap hakim, mediator dan para pihak wajdgngikuti prosedur
penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatland peraturan ini. Pasal
(3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008yetartkan bahwa
Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan paratumi merupakan
pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR @anpatsal 154 Rbg yang
mengakibatkan putusan batal demi hukum. PasalRdjaturan Mahkamah
Agung No 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Hakimndgartimbangan

putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkarg pamangkutan telah
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diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan merka nama mediator
untuk perkara yang bersangkutan. Majelis Hakimamalhal menangani
perkara perdata menerangkan pada kedua belah pibatwa setiap
penyelesaian sengketa perdata harus melalui meelikeiih dahulu.

Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak mengatur tentangukeoroduk
hukum apa yang akan menjadi dasar bekerjanya moedetiau tidak
menyebutkan bahwa mediator harus berdasarkan meatkdap penetapan
tertulis dari Ketua Majelis sebelum menjalankangiinya sebagai mediator,
artinya dalam permasalahan ini, tidak mengapa foialiator menjalankan
fungsinya sebagai mediator sesaat setelah adarsgpdetan dari kedua
belah pihak bersengketa untuk mengadakan medidsi Ipari itu juga. Pada
pasal 11 ayat (3) hanya menyebutkan: Ketua Majtdikim segera memberi
tahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugasnya.

Meskipun belum ada surat penunjukkan tertulis. Ke#lajelis Hakim
pemeriksa perkara telah menunjuk hakim mediatouaeadwal mediator
atau pilihan para pihak tersebut. Mediasi dilakukasaat setelah penundaan
sidang pada saat sidang pertama diumumkan, dapdiegan kedua belah
pihak untuk melakukan mediasi pada hari itu juga,sesuai dengan Perma
Nomor 1 Tahun 2008 pasal 11 ayat (1) yang mengatblahwa setelah para
pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajitpara pihak pada hari
itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja barla untuk berunding guna
memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timkakibat pilihan

penggunaan mediator bukan hakim.
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Para pihak menyerahkan pemilihan hakim mediatoradtapKetua
Majelis hakim, maka hal ini tidak bertolak belakashengan ketentuan yang
ada pada Perma Nomor 1 Tahun 2008. Menyikapi magalamajelis hakim
tetap akan menjalankan suatu proses mediasi yang teégah diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentaftgrdaediator

Majelis hakim dalam hal ini sebelumnya sudah mekayakepada
para pihak tentang penggunaan mediator dalam dB#agadilan Agama
apakah dipilih sendiri atau diserahkan sepenuhtgfamajelis hakim. Majelis
hakim di sini berdasarkan atas asas peradilan gadgrhana, biaya ringan,
murah dan cepat. Majelis hakim di sini juga mergkeden dalam menentukan
dan memilih mediator diberi waktu paling lama duarihnamun pada
kenyataannya para pihak tidak bisa menentukanapilinediator mana yang
sesuai dengan keinginan para pihak, oleh sebalpara pihak sepakat
menyerahkan semuanya kepada majelis hakim dalambargm para pihak
dalam menentukan dan memilih mediator, sehingganddial ini mediator
yang dipilih oleh majelis hakim nantinya diharapldapat membantu majelis
hakim dalam suatu persidangan dan diharapkan mamgiujadwal sidang
yang dihadapi oleh hakim yang cukup padat dalamamgemni kasus-kasus
lainnya.

Pernyataan diatas merupakan suatu tindakan yang sekali tidak
bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung NahiinT2008 yang
terdapat dalam pasal 11 ayat (4), karena permirdaanpara pihak. Majelis

hakim yang menangangi perkara tersebut harus nienten harus
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menyesuaikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 T&008 karena
dalam hal ini Perma sifatnya wajib yang harus aalard suatu Pengadilan
Agama. Jadi dalam setiap Pengadilan Agama harugiguneakan peraturan
yang dibuat oleh Mahkamah Agung apabila Pengadilzama tersebut tidak
menggunakan ketentuan ini maka Pengadilan Agamaehbet belum
memahami peraturan tersebut. Dalam hal ini telpHadikan dalam Peraturan
Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 pasal 7 ayat (6 y@serbunyi Hakim
wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam permiepada para pihak yang
bersengketa.hal tersebut dijelaskan pula dalamtitaraMahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2008 (Perma) pasal 10 ayat (1) yargumyi: Penggunan
jasa mediator hakim tidak dipungut biaya. Majélekim disini menjelaskan
bahwa dalam pemilihan hakim mediator yang dipildri dlalam Pengadilan
Agama Rantau tidak dipungut biaya sedikitpun, skbgh apabila para pihak
menggunakan jasa mediator dari luar Pengadilan Agearaka para pihak
tersebut dibebankan biaya sesuai dengan pokok reenkang ditangani
berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Majelisnhfikja menjelaskan
bahwa tentang pemilihan mediator hanya dibutuhkaktuvpaling lama dua
hari kerja.

Berkaitan dengan dasar bekerjanya seorang medipgoma tidak
mengatur tentang produk hukum apa yang akan medgsdir bagi mediator
untuk menjalankan fungsi nya sebagai mediator padara tersebut. Hal ini
terlihat pada pasal 11 ayat 3 bahwa ketua majaksrh segera memberitahu

mediator terpilih untuk melaksanakan tugakan tetapi berdasarkan petunjuk
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yang diberikan oleh Mahkamah Agung, mediator yangilid oleh
kesepakatan para pihak akan dinyatakan dalam pametietua Majelis
Hakim, artinya dasar hukum seseorang mediator daemjalankan fungsi
dan tugasnya berdasarkan penetapan. Seperti copéskara nomor
0031/Pdt.G/2015/PA.Rtu sudah sesuai dengan arabamjpk Mahkamah
Agung meskipun Perma belum mengatur mengenai genetarsebut. Bukti
penunjukan mediator sangat penting untuk membuktik@hwa benar telah
dilakukan proses mediasi sebelum perkaranya digidan Hal tersebut akan
berhubungan dengankewajiban yang dibebankan pasgat?4 Perma yang
menyatakan kewajiban agar dalam pertimbangan putdsebutkan bahwa
perkaranya telah menempuh mediasi.

Pada hari ketika kedua belah pihak bersengketar,hadika bila
keduanya bersepakat untuk memilih jalan mediadiihajuga, maka Ketua
Majelis Hakim menetapkan Hakim Mediator untuk merasid perkara
mereka. Hal ini karenakan untuk alasan kedua pib@isengketa tempat
tinggalnya jauh, dan bila harus datang kembali éegRdilan Agama Rantau
untuk melakukan mediasi, maka hal tersebut akan beetkan para pihak
bersengketa. Berkaitan dengan Perma Nomor 1 Tabd® Rasal 13 ayat (3),
yang menyebutkan bahwa proses mediasi berlangsalimg pama 40 (empat
puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh pgmiaak atau ditunjuk oleh
ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasgat (5) dan (6)

Jangka waktu menurut pasal tersebut dipahami bainases mediasi

paling lama adalah 40 hari kerja sejak mediatoilidipleh para pihak
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(dengan pilihan sendiri atau diserahkan kepada&btajelis Hakim), maka
bila Hakim Mediator di Pengadilan Agama Rantau ksdaakan mediasi
pada hari yang sama dengan sidang pertama, makéersabut tidaklah
bertentangan dengan Perma 1 Tahun 2008 pasal 1833ytarsebut. Dengan
demikian proses mediasi dapat segera dilaksan@sarmaisdengan batas waktu
yang telah digunakan.

Penerimaan berkas perkara oleh Hakim Mediator ditfap pada saat
mediasi akan dilakukan pada hari itu juga, sehinggsiapan menganalisa
masalah yang terjadi kurang maksimal. Atau bisa jearena kebiasaan di
Pengadilan Agama Rantau, bahwa Hakim Mediator dikam sebelum
pemilihan mediator ditawarkan kepada kedua belaakdberperkara pada saat
sidang pertama. Hal ini disebabkan selama tahurb,2kddua belah pihak
bersengketa lebih mempercayakan untuk memberikknyhakepada Ketua
Majelis Hakim dalam menentukan mediatornya. Setargdgam hal ini, ketua
Majelis Hakim jauh hari telah menentukkan hakim matd yang akan
menangani perkara tersebut, hanya pada saat pegaila memang
ditawarkan kepada kedua belah pihak untuk memiétgpi karena kedua
belah pihak pun tidak mengetahui dan tidak kenabde mediator-mediator
yang ditawarkan oleh Ketua Majelis, maka kedua lbgdak lebih sering
menyerahkan hak pilih mereka kepada Ketua Majelis.

Penulis menganggap tidak ada salahnya hakim needigentukan
terlebih dahulu dari pembicaraan dari Ketua Majedebagai ancang-ancang

nantinya kalau kedua belah pihak menyerahkan kelatlza Majelis Hakim
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untuk menentukan mediator mereka. Dengan demikidan \maktu untuk

memahami pokok perkara yang diajukan Penggugat/Remaserta mengenal

identitas kedua belah pihak bersengketa dapat lebédksimal dalam

mengetahui masalah yang dihadapi kedua belah pih8kejalan dengan

kebijakan Mahkamah Agung pada pasal 8 ayat 1 P&iomaor 1 tahun 2008

agar hakim bukan pemeriksa perkara pada pengaddgama rantau yang

ditetapkan sebagai mediator sangatlah tepat kazecara filosofi kebijakan

yang dimiliki oleh hakim mediator dengan hakim peksa perkara atau yang

menangani kasus tersebut tidaklah sama. dalam feasabut para pihak pada

dasarnya berhak memilih mediator di antara pilipdinan sebagai berikut

antara lain: hakim bukan pemeriksa pada pengag#dag bersangkutan,

a. Advokat atau akademisi hukum

b. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak mesaguatau
berpengalaman dalam pokok sengketa;

c. Hakim Majelis Pemeriksa perkara

d. Gabungan antara mediator yang disebut dalam bdtinal atau gabungan
butir b dan d atau gabungan butir ¢ dafi d.

Secara teknis kalau hakim yang menjalankan fungsiiator dan juga
mempunyai kewenangan mengadili maka secara filoeakim tersebut
kurang memiliki motivasi yang kuat atau dengan Kata dia tidak dengan
sungguh-sungguh mau menjalankan tugasnya sebaghatorekarena dia

mengetahui bahwa pada akhirnya dia memiliki kewgaan untuk

memutuskan perkara tersebut.

% MARI, Perma No.1 Tahun 20Q8asal 8 ayat 1
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Tahapan awal mediasi, hakim mediator memilih tempatiasi, di
ruangan mediasi, di sini terdapat kendalayang dipiadnediator karena
mediasi yang tersedia di Pengadilan Agama Rantaumbmemadai karena
selain ruangan yang sempit sehingga menimbulkakegan panas dan
berdampingan dengan ruang sidang. Meskipun tidalyabamempengaruhi
hasil, namun bisa jadi dengan ruangan yang nyarsa&isana sejuk, dan
pemandangan yang bagus di dalam ruangan medisaiptambuat hati kedua
belah pihak yang telah panas karena emosi bisdadfirelengan ruangan yang
aseri tersebut. Dalam beberapa wawancara dengan heddiator Pengadilan
Agama Rantau, sering kali mediasi itu hanya dilakulsatu kali, karena
Hakim Mediator tidak melihat iktikad baik dari kemdibelah pihak untuk
berdamal’. Dan juga menurut wawancara dengan beberapa Hésjelis,
penundaan sidang itu biasanya adalah 15°haddahal dalam Perma Nomor
1 Tahun 2008, seakan-akan diharuskan untuk meneppuhmediasi secara
maksimal yakni 40 hari, bila disepakati oleh kebtetah pihak bisa ditambah
14 hari menjadi 54 hari. Sebagaimana bunyi PasalyaB (3) dan (4), yang
menyatakanProses mediasi berlangsung paling lama 40 (empgah)uhari
kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak at#urguk oleh ketua majelis
hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayda(5(6). Dan Atas dasar
kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi a@hpatpanjang paling lama
14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa(efipat puluh) hari

sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.

% Wawancara dengan Hj. Nurul Fakhriah, S. Ag 31 Agsi2015
3" Wawancara dengan Drs. H. Junaidi, S.H., tangg@di8tus 2015
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Namun dalam wawancara dengan beberapa hakim mediato
Pengadilan Agama Rantau, dari 53 perkara yang dasietérsebut tidak ada
mediasi yang berlangsung pada batas maksimal fdkinari.

Hal ini tidak menyimpang dari Perma Nomor 1 Tah®& dimana
Pasal 18 ayat (1), berbunyi Jika setelah batasuwaildksimal 40 (empat
puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ge&alyat (3), para pihak
tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karebab-sebab yang
terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakaara tertulis bahwa
proses mediasi telah gagal dan memberitahukan ké&gadkepada hakim
Dari bunyi pasal 18 ayat (1) tersebut itu menyataiahwa batas maksimal,
artinya bila dalam hari kurang dari 40 hari darakicada indikasi untuk
berdamai, apakah Pengadilan Agama Rantau akan iggumya sampai akhir
batas maksimal, dengan ketiadaan hasil dari metkasebut. Artinya bila
dalam satu kali atau dua kali diadakan mediasi lakim mediator tidak
mendapatkan indikasi bahwa sengketa tersebut lisandikan maka tidak
perlu memakai batas maksimal. Karena batas masktnsabut dipakai bila
ada indikasi bahwa sengketa tersebut bisa didamaika

Proses mediasi berjalan, mediator memperkenalkanhail tersebut
dimaksudkan agar kedua belah pihak bersengketh ielgingenalnya dan
berusaha akrab dengan hakim mediator. Sehinggaase@emberi kesan
bahwa hakim mediator bukanlah hakim yang memutugtenkara, hanya
membantu usaha perdamaian kedua belah pihak b&etargpja. Kemudian

mediator berusaha menyakinkan kepada kedua belaak pbersengketa
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tentang manfaat mediasi, ini dimaksudkan agar neenslengerti bahwa
mediasi bukan dimaksudkan memperlambat proses txarpe namun
sebenarnya mempercepat dan meringankan biaya ioi#gad perdamaian.
Dalam hal ini Hakim Mediator telah sesuai dengasapd5 ayat (2), yang
menyatakan bahwa Mediator wajib mendorong parakpibatuk secara
langsusng berperan dalam proses mediasi

Mediator juga ada melakukan kaukus namun menurdiatog hal ini
dilakukan tergantung dari sifat perkara. Hal inasss dengan Pasal 1 ayat (4)
pada Perma No. 1 tahun 2008 menyatakan bahwa kadalsh pertemuan
antara mediator dengan dalah satu pihak tanpa idinaldh pihak yang
lainnya dan dibolehkan dilaksanakan pada prosesiasiedKaukus dapat
menjadi senjata pamungkas bagi mediator untuk bisapengaruhi para
pihak agar terbentuk semangat dalam menempuh ppEsdamaian. Akan
tetapi pada kasus perkara 257/Pdt.G/2015/Pa.RtuiatoedHj. Nurul
Fakhriah, S.Ag menyatakan bahwa hasil mediasi hatsgagal atau tidak
berhasil karena sudah tidak bisa didamaikan kendlaalipenggugat. Mediasi
yang hanya berlangsung kurang lebih 20 menit tididkksanakan kaukus
padahal kalau melihat kasus perkaranya dengarkeakais tersebut mediator
dapat lebih maksimal menjalankan fungsinya sebawgediator. Seorang
mediator yang memahami seluk beluk permasalahag génadapi oleh para
pihak setidaknya akan dapat menentukan cara dam yaing lebih baik untuk
menuju ke arah perdamaian. Setelah mengadakaenpeah terpisah

(kaukus), para pihakdikumpulkan lagi guna diskusi selanjutnya, dan
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menyelesaikan beberapa hal secara lebih detil,aslecgra menawarkan solusi
yang memperkeciperbedaan-perbedaan dan mencari kesepakatan yang
lebih adil bagi kepentingan bersama. Sehingga apabila mediasiuselal
dilaksanakan seperti demikian di atas maka akarit suenemukan
kesepakatan bahkan akan selalu berlanjut ke talempeniksaan hingga
putusan serta tidak tercapainya penyelesaian yammuaskan bagi kedua
belah pihak. Oleh sebab itu mediator hakim tidaéngdgap sebagai hanya
menjadikan prosedur mediasi sebagai formalitaseggrbgrperkara melainkan
memiliki kesungguh-sungguhan untuk membantu par&akpi dalam
menyelesaikan masalah dan menciptakan solusi Kest@pgpara pihak.
Peranan hakim Mediator dalam usaha menyelesaikdmanpeyang
sedang dimediasi sangat penting sehingga mediatamdsetiap perkara yang
mediasinya harus bersifat aktif untuk mengupayaleadamaian antara pihak-
pihak yang berperkara begitu pula dengan hakim pgksaeperkara. Dengan
demikian dalam perkara perdata hakim harus selamlmantu para pihak
yang berperkara dan berusaha semaksimal mungkirgangsipasi segala
hambatan dalam rangka menyelesaikan sengketa yangkanhadapi guna
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dga bizgan. Salah satunya
adanya komunikasi yang baik. Proses mediasi padarmiga merupakan
sebuah jalinan komunikasi interpersonal yang lahiantara mediator dan
para pihak. Komunikasi interpersonal melibatkan yla&n simbol-simbol
komunikasi yang sarat makna, seperti mimik, gerajemakan anggota tubuh,

dan intonasi. Karenanya, seorang mediator, dalammbaergun komunikasi
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dengan para pihak perlu mengetahui beberapa faktmng dapat
menumbuhkan kedekatamtimacy, attachment diantara para pihak dengan
mediator®
Kalau penulis kaitkan dengan pasal 24 tentang peadoperilaku

mediator dan insentif akan lebih efektif jika pgukesal tersebut betul-betul
dilaksanakan. Seperti pada pasal 24 ayat (1) date(@ang tiap mediator
dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedomarnlagu mediator
tentunya pedoman tersebut lebih detail hanya didapapelatihan atau
sertifikasi hakim mediator saja sedangkan di Peifgadh\gama Rantau hanya
satu orang hakim mediator yang bersetifikat. Begitua pada pasal 25
tentang insentif bagi hakim yang berhasil menjadenkungsi mediator.
Selama ini hakim yang berhasil mendamaikan atasesramediasinya berhasil
tidak mendapatkan insentif atau penghargaan dank®aah Agung RI. Oleh
karena itu perlu adanyseward yang harus diberikan kepada hakim-hakim
mediator yang telah berhasil menjalankan tugaseyagai mediator sesuai
denga pasal 25 tersebut sehingga hal tersebut nvasiohakim mediator
untuk sungguh-sungguh dan memompa semangat medrdtde gigih dalam

menyelesaikan masalah melalui proses mediasi.

Mediator setelah menyelesaikan tugasnya dalam resarkan
mediasi, kemudian mediator disini melaporkan kepadgelis hakim dalam

pemeriksa perkara dengan menyerahkan hasil lapersebut berupa laporan

%8 Natsir Asnawi,Mediasi Di Pengadilan Dalam Perspektif Psikologirfinikasj
http://pa-banjarbaru.pta-banjarmasin.go.id/indep3uontent=mod_artikel&id=18 (a0
desember 2013).
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tertulis, karena apabila suatu mediasi tersebutktiderhasil maka harus
dilaporkan pula kepada majelis hakim dalam memarigsrkara tersebut
dengan cara tertulis. Hal ini tercantum dalam Reaat Mahkamah Agung No
1 Tahun 2008 (Perma) dalam pasal 18 ayat (1) Yeemgunyi jika setelah
batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerjpagaimana dimaksud
dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampugimesilkan kesepakatan
atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasahediator wajib
menyatakan secara tertulis bahwa proses telah ghgalmemberitahukan
kegagalan kepada hakim.

Mediator sebelum memberikan laporan kepada majab&im,
mediator memberikan penjelasan kepada para pihakipusn mediasi telah
gagal dilakukan tetapi kedua belah pihak bisa m#dak perdamaian dalam
persidangan. Hal ini dilakukan karena pada saatlmdakim meneima hasil
laporan dari mediator, laporan tersebut dikembalikagi. Majelis hakim
dalam dalam hal ini melakukan pemeriksaan sesuagate Hukum Acara
Perdata. Dalam suatu persidangan yang dilakukdnro&gelis hakim, majelis
hakim di sini menanyakan pada kedua belah pihak rdanawarkan serta
menyarankan apakah mereka para pihak tersebutnii$akukan mediasi.
Dalam hal ini majelis hakim telah menerapkan damyasuaikan sesuai
dengan pasal 130 HIR yang mengupayakan utuk medakpkrdamaian bagi
para pihak yang bersengketa.

Pengadilan Agama Rantau per 31 Oktober pada tabif &enerima

seluruh perkara perdata sebanyak 491 perkara. ARlapdykara yang
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dimediasi, ini artinya hanya 53 perkara ini yanglle belah pihak hadir
dalam persidangan. Dalam teori ada dua jenis megtaisJ:
1. Tidak layak mediasi, hal ini disebabkan:

a) Ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak disedatam gugatan
sehingga tidak dapat menjadi pihak dalam mediasi;

b) Salah satu pihak mengundurkan diri karena adantkadk tidak
baik dari lawan;

c) Sengketa yang terjadi tidak boleh dilakukan kesafzak damai
karena jika terjadi perdamaian, justru bertentargdgmgan hukum,
misalnya perkara pembatalan perkawinan karena ggdaiinukum.

2. Mediasi gagal, hal ini disebabkan:

a) Para pihak atau salah satu pihak tidak hadir dademses mediasi
setelah dipanggil secara patut 2 kali berturuttturu

b) Tidak tercapai kata sepakat terhadap materi yassendketakan;

Berkaitan dengan teori di atas maka kasus pembapaikawinan pada

Perkara nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Rtu masuk kategtak layak mediasi
meskipun prosedur yang dilakukan untuk mengajulmphonan pembatalan
perkawinan tersebut berupa pengajuan gugatan ataifiabkontensiusHal ini
karena bagaimana mungkin di mediasi sedangkan raeska masuk kategori
fasakh sehingga bila mana diteruskan perkawinanakan berakibat
dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawensebut.

Selain itu ditambahkan hasil proses mediasi bdrldsi mana jika
mediasi menghasilkan kesepakatan perdanidigBecara umum mediasi
menghasilkan

a. Gagal mediasi

Apabila mediasi gagal, mediator melaporkan kepadgelm atas

kegagalan mediasi yang ditempuh. Dan majelgegera

%9 MARI, Himpunan SEMA dan Perma .. hal 474
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melanjutkan Pemeriksaan perkara sesuai dengantd@tehukum acara

yang berlaku.

b. Berhasil mediasi

Apabila dalam pelaksanaan proses mediasi berhasihcapai
perdamaian atau kesepakatan, maka harus dibugbkesen damai dalam
bentuk tertulis.

Ada beberapa sebab mediasi yang dilakukan di Pdagadgama
Rantau mengalami kegagalan 100% khususnya perlacerpian, Mediasi
tidak berhasil karena memang salah satu pihak hgketa tidak memiliki
iktikad baik untuk menyelesaikan perkara terselargdn jalan perdamaian.
Misalnya saja, sebuah perkara cerai gugat, Penggugiayatakan bahwa dia
sampai mati tidak akan mau berdamai dengan Terdwagaha Tergugat telah
menikah dengan wanita lain di bawah tangan darataejzin dia. Juga kasus
tentang talak tiga yang telah diucapkan Tergugattdiah disaksikan orang
banyak dan atau adanya bukti tertulis tentang pgma talak tiga tersebut.
Maka bagaimana bisa seorang hakim mediator memakshirus terjadi
beberapa kali mediasi karena memang hal tersetak bisa dan tidak layak
untuk dimediasi. Kenyataan di lapangan tidak semudiElam urusan teori.
Sehingga bunyi Perma Nomor 1 Tahun 2008 pasal #g p&rbunyi semua
sengketa perdatgang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wagktiohl
dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaiangah bantuan
mediator. Iktikad baik dari kedua belah pihak untogngadakan perdamaian

juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi rieedidal ini disebabkan
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salah satu pihak sudah tidak hadir dalam 2 kalgg#en sidang, maka bisa
dinyatakan bahwa salah satu pihak tersebut tidak iktkad baik untuk
melakukan perdamaian, yang menyebabkan bahwa mdisasdinyatakan
gagal. Dalam mediasi yang dilaksanakan di Pengaditmma Rantau, dalam
hal tidak tercapainya kesepakatan terhadap matag gisengketakan ini bisa
dilihat dari awal-awal mediasi, bisa diindikasikaari gelagat dan sikap serta
sifat mereka di dalam proses mediasi. Sehingganrda&tu kali mediasi, bisa
saja diputuskan bahwa mediasi yang dilakukan gadah ini tidak
bertentangan dengan pasal 12 Perma Nomor 1 Talif ¥@alau demikian
mediator tetap wajib berupaya untuk berkomitmen bwrkan arahan atau
membantu para pihak dalam mediasi sehingga prosesasn di pengadilan
tidak lagi sekedar formalitas belaka atau sebagamegmuhan amanat Perma
No. 1 Tahun 2008 saja. Tetapi, lebih dari itu, hakiakim mediator
diharapkan memiliki kesadaran tinggi akan pentimgnyediasi sebagai
instrumen yang sangat penting dan prospektif dataemyelesaikan setiap
sengketa yang dihadapi para pihak.

Para pihak yang berperkara di pengadilan mmadelum
memahami maksud dan tujuan mediasi dan teknik-kekm@lakukan mediasi
dengan baik, para pihak sering mengingkari janiigade tidak hadir dalam
pertemuan sidang mediasi yang waktunya sudah dkent mediator atas
kesepakatan para pihak jadi para pihak susah sekéalik dipertemukan
guna tercapainya keberhasilan mediasi. Sifat lebifementingkan

kepentingan pribadi dari pada kepentingan bersageagsi yang sangat
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diutamakan serta keinginan para pihak untuk merapankan tujuan bercerai
yang sedang mereka sengketakan menjadi salah akitor f utama yang
menghambat keberhasilan mediasi di Pengadiganfa Rantau.

Kalau melihat perkara 0031/Pdt.G/2015/Pa.Rtu yaitwnkara gugat
waris memang berbeda dengan perkara lain. Padisaelaanya tidak lebih
dari 40 hari kerja dan menghasilkan kesepakatardapsian. Penulis
berpendapatJenis perkara yang berhasil dimediasikan di Petagadi
Agama Rantawlengan perdamaian adalah perkara-perkara yang mgkyta
harta benda karena ada tawar menawar dan pelaksamadiasi pun tidak
hanya dilakukan satu kali saja melainkan beberagk dengan tidak
melewati batas waktu yang diberikan perma dalamaksanakan proses
mediasi, sedangkan perkara perceraian yang menyamgkasaan sangat
sulit dimediasikan karena keinginan para pihak kifderdamai sudah tidak
ada. Akan tetapi ada juga salah satu pihak yanm ibgrdamai maka hal
tersebut merupakan kewajiban hakim mediator untaknbantu kedua belah
pihaknya dalam menyelesaiakan masalah sehingga ap&incsebuah
kesepakatan damai dan rukun kembali.

Mediator setelah menyerahkan hasil laporan meg&sj gagal pada
majelis hakim, kemudian laporan tersebut dimusnahkaa juga disimpan
sebagai arsip bagi mediator.

Dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan prosedmediasi yang
dijalankan di Pengadilan Agama Rantau, telah sefragan prosedur mediasi

yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 namlumbeptimal apabila
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dihubungkan dengan keberhasilan atau tidaknya miedidal tersebut
berkaitan dengan inti dari keberadaan Perma tersgimg menginginkan
adanya penyelesaian sengketa yang lebih cepat damhmserta dapat
memberikan akses yang lebih besar kepada para pihakemukan
penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasadkeadal ini tidak
lepas dari berbagai macam faktor kendala yang dpiamleh mediator dalam

penerapan Perma tersebut.



